BAB V
PENUTUP

5.1. Simpulan

Dari uraian pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan terkait
permasalahan dalam penelitian ini:

1. pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan pada
putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 223/Pdt.G/2019/Pa.Mdo yang
bertentangan dengan pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Perkawinanan
adalah dengan dasar bahwa izin orang tua sebagai syarat perkawinan bagi
seseorang yang belum berumur 21 tahun bukanlah syarat mutlak dalam
perkawinan. Dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa pertimbangan
hakim tersebut sangatlah keliru, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan
menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dan
secara jelas di dalam perkawinan antara tergugat | dan Tergugat Il tidak
memberikan cerminan bahwa perkawinan tersebut sah menurut aturan
agamanya. Karena didalam KHI juga telah mengatur apabila seorang anak
yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin dari orang
tua, sebab kedudukan orang tua dalam perkawinan secara Islam
merupakan wali dari seorang perempuan yang akan melangsungkan
perkawinan. Dengan lepasnya tanggungjawab orang tua akibat telah
terjadinya perkawinan tersebut menurut penulis hakim tidak
mempertimbangkan dampak dari perkawinan yang telah dilangsungkan
tersebut, pernikahan tanpa kesiapan dan pertimbangan yang matang dari
satu sisi dapat mengindikasikan sikap tidak affresiatif terhadap makna
nikah dan bahkan lebih jauh bisa merupakan pelecehan terhadap
kesakralan sebuah pernikahan.

2. Putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 223/Pdt.G/2019/Pa.M tidak
sesuai dengan ketentuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan, hal ini dikaenakan tidak memberikan jaminan
kepastian hukum, dan adanya kekeliruan dalam menanggapi fakta dalam

persidangan serta peraturan- peraturan hukum yang berlaku, dalam hal ini
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tidak terlepas pada ketentuan yang diatur didalam KHI juga sebagai
sumber hukum berlaku sebagai hukum di Negara Republik Indonesia.
Maka, sudah selayaknya putusan yang tidak sesuai dengan peraturan
hukum terutama mengenai Judex Facti dalam persidangan putusan
Pengadilan Agama Manado  Nomor: 223/Pdt.G/2019/Pa.Mdo tidak
memberikan kepastian hukum dan keadilan dan harus dinyatakan batal

demi hukum.

5.2. Saran

Dari permasalahan-permasalahan yang telah dianalisis oleh penulis, maka
penulis memberikan saran agar sekiranya memberikan pembaharuan dan
perubahan kearah yang lebih baik terutama terkait pertimbangan dalam
membatalkan perkawinan.

1. Seharusnya pada setiap pertimbangannya hakim lebih dalam lagi
memaknai arti sebuah keberlangsungan hidup akibat terjadinya suatu
perkawinan, sehingga bagi seorang anak yang masih belum mencapai
umur 21 tahun terhindar dari dampak-dampak buruk yang akan
menciderai tujuan dari perkawinan itu sendiri.

2. Seharusnya setiap putusan hakim harus lebih cermat dalam melihat
fakta dalam persidangan, tidak lepas dari norma hukum yang berlaku,
dan setiap pasal yang berlaku didalam suatu undang-undang, terutama
didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan,
sehingga apa yang telah diatur dapat secara pasti berlaku dan tidak
dijadikan celah untuk mengtiadakan hukum dengan alasan apapun
yang dapat merugikan pihak yang mencari kepastian hukum dan

keadilan.
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